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Abstract

Time deposit is deposit that may only be withdrawn at any given time based
on costumer agreement with a bank. In practice the time deposit not only as
savings deposit but also can be used as loan collateral. Credit with the
guarantee time deposit in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor
Cabang Pekanbaru is set in the Sandard Operational Procedures Bank
Tabungan Negara No. 05/DIR/DPKK/2005 On July 1st, 2005 about Swadana
Credit BTN.

This research applied the approach method of juridical empiric, that is a
research of law studying on how a law is applied in public. The research
location was in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kantor Cabang
Pekanbaru. The sampling method was using the technique of non-random
sampling.

From the research, the authors came to the conclusion that the use of credit
guarantees deposits (Swadana Credit BTN) using binding by way of pledge.
Implementation binding pledge collateral deposits at PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk, Pekanbaru with five stages. And settlement efforts
undertaken by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pekanbaru against
the debtor default isto send warning letters |, 11, 111 within a period of 3 (three)
months, if the debtor still does not pay its obligations then the bank will redeem
their deposits.
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A. Pendahuluan

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbapada
khususnya mempunyai peranan yang semakin pentimg stfategis dalam
menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangktangerbank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cam, pdoses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga Perbankataha lembaga



keuangan yang menjadi perantara anatara pihakngangpunyai kelebihan dana
(surplus of funds) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan(tsoka

of funds), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalaemjalankan
kegiatan usaha atau operasionalnya. Bank adalabatgnkeuangan yang
menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-basima swasta, badan-
badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembagarpgahan menyimpan
dana-dana yang dimilikinyA.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor biTa998 tentang
Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan B&tk Umum adalah
sebagai berikuf:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siempdrerupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungian/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yartgridha masyarakat
maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk mekaiptanaga beli
baru.

3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran daedaean uang.

Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupaMdiva produktif
yang terbesar dan memberikan pendapatan yang pgadswy disbanding aktiva
produktif lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentangyaPdsan, Kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapatsaipakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjanmpaemantara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk umeki utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian binga.

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kretditi resiko kerugian,
maka pihak perbankan membuat pagar pengamananmDkdadisi sebaik
apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, rdgidit macet tidak dapat
dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat berupangmyang harus disediakan
debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungilkrdari resiko kerugiaf.

Kredit berkaitan erat dengan jaminan. Hal ini disgacara umum dalam
Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa gal&ekebendaan si
berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergdrak, yang sudah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tamgan untuk segala
perikatan perseorangan”.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalagkaapemberian
kredit perbankan terkait dengan penyerahan jamknedgit oleh (calon) debitur
kepada bank. Secara umum jaminan kredit perbankgatddikelompokkan
menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerakyaag berwujud dan benda
tidak berwujud.

! HermansyahHukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana,akarta, 2009, Hal 18
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Salah satu yang akan dijadikan objek penelitiaardghminan kredit oleh
Penulis adalah deposito berjangka.

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakaiapUndang-undang
Nomor 10 Tahun 1998, memakai istilah deposito sgfmg pengertiannya
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapaulldakpada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengdn Detam praktek kita
mengenal adanya deposito berjangka dan sertiféq@bsito®

Deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam pamibenda bergerak
yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani halaigalerhadap gadai atas
benda bergerak tersebut, maka yang berlaku ada@dmntkan dalam KUH
Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1l8turid Pasal 1150 KUH
Perdata gadai dirumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang pangiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleangeberutang atau oleh
seorang lain atas namanya, dan yang memberikanakain kepada si
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari préersebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainmig@ngan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya {elag dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikaryafbeaya mana yang
harus didahulukan.”

Disisi bank, sumber dana deposito berjangka imldiggkan sebagai dana
mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Ndmuntungannya bagi
bank dengan menghimpun dana lewat deposito adaaly yang tersimpan
relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki ghka waktu yang relatif
panjang dan frekuensi penarikan yang juga jaraeggBn demikian bank dapat
dengan leluasa untuk menggunakan kembali danabtdraentuk keperluan
penyaluran kredit.

Deposito dapat dijadikan jaminan kredit bank diadkan atas penilaian-
penilaian-penilaian yaitu :

1. Proses cepat. Prosesnya cepat karena prosedujymngaudah dan syarat
yang ditentukan oleh bank tidak terlalu sulit, rmga bank tidak
memerlukan banyak waktu dalam menganalisis jamidebitur karena
jaminannya telah diketahui oleh bank dan berada&ndjpwasan bank.
Meskipun dalam pemberian kredit dengan jaminan siepani, dapat
dikatakan aman dan telah dilakukan analisis seb®fam namun
kemungkinan pengembaliannya nanti mengalami kesulitbahkan
kemacetan selalu ada.

2. Mempunyai alasan bisnis atau dapat disebut juga eneh salah satu
syarat ekonomis karena dengan memberikan kredik &kan mendapatkan
keuntungan dari bunga yang dibebakan atas pinjaysengy diberikan
kepada debitur, yaitu adanya pertambahan nilaietihddian hari akibat
pemberian bunga tersebut.

® Muhamad DjumhanaHukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, Hal 294



3. Aman karena memenuhi syarat yuridis yaitu diketabeimar mengenai
kepemilikannya dan secara fisik jaminannya berulyatdeposito dikuasai
oleh bank, dan disimpan dalam bank.

4. Selain itu simpanan deposito nasabah di bawah pesgen dan pemantuan
pihak bank secara langsung, sehingga bank dapatantemn dan
mengamankan kredit apabila debitur wanprestasi.

Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebdgnamik untuk diteliti
dikarenakan produk perbankan inilah yang seringdepermasalahan. Sering
kali kredit yang kita ketahui menggunakan jaminabdndaan, yaitu tanah,
rumah, mobil, namun masyarakat Kota Pekanbaru ganang mengetahui
bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan depbsijangka dari debitur.
Oleh karena itu penulis mencoba membahas masattit ldengan jaminan
deposito berjangka.

Dasar pemberian kredit dengan jaminan deposito ndaRil. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk diatur dalam Suraaraad Nomor
05/DIR/DPKK/2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Ktedwadana, dan
mengenai pengikatan jaminan deposito berjangkardakemberian kredit, PT.
Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabankprbaru tentulah
memiliki prosedur khusus atas hal tersebut, dinmaaayarakat Kota Pekanbaru
banyak yang belum mengetahui bahwa kredit jugatdapaggunakan jaminan
deposito berjangka.

Kemudian walaupun deposito berjangka ini dapatddign jaminan kredit
dan deposito berjangka ini sangat disenangi oletabah karena tingkat
bunganya yang relatif lebih tinggi dibandingkanigesimpanan lainnya, namun
tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestadesh @ihak debitur pada PT.
Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Pekanbaru.

Hasil pra penelitian tahun 2013 di PT. Bank Tabunfkegara (Persero)
Tbk Kantor Cabang Pekanbaru nasabah yang mengaju&dih dengan jaminan
deposito berjangka dari tahun 2011 hingga 2013ibggh 10 orang, dan debitur
yang wanprestasi berjumlah 2 orang. Adapun depgsitg dijadikan jaminan
tersebut berasal dari PT. Bank Tabungan Negasertdiri.

Maka dalam hal ini penulis berusaha untuk memapatdiatang bagaimana
pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangia uhtuk mengetahui
bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BBEabungan Negara
(Persero) Tbk, atas wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penuliarilertintuk melakukan
penelitian mengenailDEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN
ATAS PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEKANBARU".

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan depasijangka pada PT.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabakgribaru?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Babkingan Negara
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru terhadaptudelyang
wanprestasi?



C. Pembahasan
1. Pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangkaada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbra
a) Prosedur Permohonan Pengajuan Kredit

Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Winda Per®an selaku
Consumer Loan Service pada tanggal 19 April 20I&hyatakan bahwa
keharusan mengajukan permohonan dalam bentukiseriumerupakan
salah satu upaya Bank Tabungan Negara untuk melakakalisis yang
mendalam terhadap calon nasabah, sebab sebelumenimnbfasilitas
kredit dengan jaminan deposito, sebuah bank dikanusuntuk
melakukan penelitian yang mendalam terhadap naskddatur.

Untuk mendapatkan kredit dengan jaminan depositta g&r. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pakandebitur
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kkegiada PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pakanb

Dalam mengajukan permohonan deposito sebagai jamknedit
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Ka@@pang
Pekanbaru, permohonan yang diajukan harus dalatakbtantulis.

b) Prosedur Pemberian Kredit

Kebijakan pemberian kredit dengan jaminan depqsaitta PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pakamlatur dalam
Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan NegacmolN
05/DIR/DPKK/2005 tanggal 1 Juli 2005 yaitu:

1. Besarnya fasilitas pemberian kredit dengan jamuteposito adalah
maksimal kredit 90% (Sembilan Puluh Persen) danilgh deposito
yang dijaminkan. Ketentuan inilah yang dapat diakam sebagai
pengaman karena jumlah jaminan lebih besar dara gadchlah
kredit yang diberikan.

2. Sifat kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK).

Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredihghn syarat-
syarat sebagai berik(t:

1. Bilyet deposito berjangka diterbitkan oleh bankutadpan negara.

2. Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktit.kred

3. Maksimal kredit yang diberikan sebesar 90% darainiilominal
deposito berjangka. Suku bunga kredit 2% diataggéwteposito
yang dijadikan jaminan.

4. Mata uang deposito sama dengan valuta mata uadg. kre

5. Asli bilyet deposito berjangka disimpan di bankbeti stempel
“dijaminkan” dan di lembar bilyet deposito sebalfantelah ditanda
tangani oleh pemilik deposito.

Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjapgkia PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk, kantor Cabang Pakamnemberikan

" Wawancara dengan lbu Winda Permana Sari selakisuBmer Loan Service PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbhk, Kantor Cabang Pakapiada tanggal 19 April 2013



batasan maksimal fasilitas kredit yang dapat diaerikepada calon
debitur adalah sebesar 95 % dari nilai Depositofryaberarti besarnya
fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bankajikerdasarkan jaminan
deposito, dibatasi oleh nilai dari jaminan kredlit sendiri. Hal tersebut
dapat dilihat bila nilai depositonya Rp 200.000.¢Gadi nilai pinjaman
95% Rp 190.000.000 dengan bunga 9 % menjadi Rp0Q.0Q0
pertahun.

c). Prosedur Analisa Kredit

setelah dilakukan pengajuan permohonan kredit cédbn nasabah
lalu pihak bank akan melakukan chacking (ID Bl (Kiag) terhadap
debitur yaitu untuk melihat apakah debitur masuladaDHBI (Daftar
Hitam Bank Indonesia), DKMBI (Daftar Kredit MaceaBk Indonesia),
Setelah bank melakukan proses chacking dan dethitatakan aman,
maka pihak bank akan melakukan wawancara terhadamm casabah
lalu hasil wawancara akan diproses oleh Loan Servigan untuk
selanjutnya tahap analisa kredit yang merupakansegrountuk
mengurangi resiko terhadap terjadinya kredit yaaanaliberikan kepada
calon nasabah, yang juga dilakukan dengan memgexhatikad baik
dari nasabah.

Setelah analis KPR memberikan penilaian apakahitktetdsebut
telah memenuhi atau belum memenuhi ketentuan-ketenyang ada
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Ka@@pang
Pekanbaru dan apabila hasil penganalisaan kred#eltet telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, maka akd®R akan
meminta persetujuan kepada pihak yang mempunyaienwamg untuk
menyetujui. Dan pihak yang mempunyai wewenang umbgayetujui
adalah Pimpinan Bank Tabungan Negara, yang juga miangeluarkan
SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan)Ktedit

d). Persetujuan Permohonan Kredit dan PenandatangaPerjanjian
Kredit
Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan hamtkk

menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kdaditcalon debitur.

Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanparsetujuan

tersebut., maka ditegaskan terlebih dahulu sygeats fasilitas kredit

dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasababh,:yait

a. Persetujuan atas permohonan Kredit Swadana (kréeitgan

jaminan deposito) disampaikan kepada calon deb#uara tertulis
dalam bentuk Surat Penegasan Persetujuan Penye#igtht
(SP3K). Apabila calon debitur menyetujui, maka satdasan Surat
Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K)ebtars
ditandatangi oleh calon debitur.

8 Wawancara dengan lbu Zulfiasni selaku Mortgageamai Consumer Lending Unit Head PT.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabakgraru pada tanggal 19 April 2013



b. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit JSR8#a
perjanjian kredit swadana, dan dokumen ikutannyzerdiapkan
oleh cabang dan ditandatangani oleh wakil kepabarog consumer
dan kepala seksi kredit consumer.

c. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit {SRBI§ telah
ditandatangi debitur didistribusikan sebagai beriku

1) Asli untuk debitur.
2) Surat yang sudah ditandatangani tersebut ditinggalebagai
arsip consumer loan service.

Setelah calon debitur menyetujui dan menandatamgit ¥enegasan
Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), maka selagutalon debitur
bersama suami atau istri juga harus menandatangani

a. Akta Perjanjian Kredit Swadana.

b. Akta Gadai Deposito.

c. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia.

d. Fasilitas Auto Transfer (sistem auto debet trandgderi tabungan
didebet ke rekening debitur).

e) Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Deposito

Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka depodigae suatu
piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda betgatak berwujud.
Sebagai piutang, baik itu piutang atas nama (depbserjangka) maupun
piutang atas bawa (sertifikat deposito), maka m&nundang-undang
dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara digaaik

Didalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungagara
Nomor O05/DIR/DPKK/2005 menjelaskan bahwa, kredit nya
menggunakan jaminan deposito dapat diikat secadaigselain itu
deposito dapat memenuhi ketentuan dalam Standaa€)peal Prosedur
Bank Tabungan Negara Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tandgauli 2005
tentang Pemberian Kredit Swadana, yditu :

1. Bersifatautomatic roll over.

2. Batas minimal nominal deposito sebesar Rp. 5.000000(Lima
Juta Rupiah) atau USD 1.000 (Seribu Dolar).

3. Status deposito merupakan milik calon debitur yamgngajukan
permohonan kredit, bukan deposito milik pihak ket{gibuktikan
dengan nama yang tertera dalam bilyet deposito).

4. Diterbitkan oleh cabang yang sama dengan cabangeyefasilitas
kredit swadana BTN.

Pelaksanaan pengikatan deposito yang dijadikan ngmikredit,
mula-mula calon debitur mengajukan Surat Permohdfadit (SPK)
yang diisi dalam formulir yang telah disediakanholeank. Setelah itu,
pihak Bank akan melakukan analisis kredit guna haekiemampuan
calon debitur tersebut dalam mengembalikan kredjttgrmasuk analisis

°® Wawancara dengan lbu Zulfiasni selaku Mortgageamai Consumer Lending Unit Head PT.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabakgrbaru pada tanggal 19 April 2013



jaminannya. Apabila bank menyetujui permohonan ikdegpada calon
debitur tersebut, selanjutnya dilakukan perjankaedit antara debitur
dan kreditur (Bank).

Untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit,nakdakukan
tahap-tahap/pelaksanaan pengikatan kredit, yaitagse berikut-°

a. Dengan melakukan pengikatan kredit sebagai pesyanpokok
dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit iniadaeposito.

b. Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan @danjian
gadai antara pemilik deposito dengan pihak bankauvié hukum,
akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah deddakukan
secara notaril maupun di bawah tangan, yang dibwraiuk
mendukung perjanjian hutang pokok yang biasanyauper
perjanjian hutang-piutang.

c. Untuk membebankan hak gadai maka setelah pembusktn
perjanjian gadai antara pemilik deposito denganalpitbank,
selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet ddpogang akan
“dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ihakibank”.
Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang tigataboleh
hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi sgda tetapi
benda itu masih berada dalam kekuasaannya. Peayeyahg nyata
ini bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingygepahan
tersebut merupakan unsur sahnya gadai.

d. Pemilik deposito/debitur harus memberikan kuasaéagpemegang
gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan depataiam hal
pemilik deposito/debitur wanprestasi untuk memudahkreditur
dalam melakukan pelunasan kredit yang diajmin dendgposito
tersebut.

e. Kreditur selaku penerima gadai deposito akan mé&kaku
pemblokiran atas deposito jaminan tersebut seseiagah jangka
waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang krediebagai
perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjangpiila deposito
sebagail jaminan diblokir.

Pengikatan kredit dengan jaminan depsoito padaBRik Tabungan
Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbarurdiaiam Standar
Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara Nomor
05/DIR/DPKK/2005 yang menjelaskan bahwa, kreditgyarenggunakan
jaminan deposito dapat diikat secara gadai kareeposito dapat
memenuhi ketentuan dalam Standar Operasional Rnos&hnk
Tabungan Negara.

f) Pengawasan Kredit

19 satrio J,Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002, Hal 67-69



Pada hakikatnya pengawasan bank dimaksudkan urgnkgkatkan
keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepgatirdengan bank,
bahwa bank-bank dari segi financial tergolong seliahwa bank
dikelola dengan baik dan professional, serta diardalbank tidak
terkandung segi-segi yang merupakan ancaman tgrhejaentingan
masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia dagraifat
pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsdegurut
penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nota3n 1999
tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud demgagawasan
langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang talisdengan
tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dintakslengan
pengawasan tidak langsung terutama dalam bentugapesan dini
melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bdnk

Pengawasan yang dilakukan olen PT. Bank Tabungagarse
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru dalam rampanasan
pemberian kredit dengan jaminan deposito adalah:

a. Tiap bulannya pihak bank melakukan monitoring regiswadana
(untuk melihat sudah ter-auto debet atau belum waags
perbulannya).

b. Memantau aktifitas rekening debitur.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Talmgan Negara
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru terhadap delur yang
wanprestasi.

Menurut Pasal 12 ayat 3 ketentuan Bank Indonesidy Yeraturan

Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilgfaralitas Aktiva

Bank Umum maka debitur bank dapat dibedakan dalamdolongan yaitu

1. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat padanyakt
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
2. Dalam Perhatian Khusus, yaitu dalam kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yarigmbe
melampaui 90 hari
b. Mutasi rekening relative rendah
c. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang Lancar, apabila memenubhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga y&aigrteelampaui
90 hari
b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telalergipjikan lebih
dari 90 hari
c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

" HermansyahQp.cit, Hal 177



d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapitudeatau
dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan, apabila memenuhi kriteria:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga y&aigrteelampaui
180 hari

b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

c. Terjadi kapitulasi bunga

d. Ddokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjkredit
maupun pengikatan jaminan

5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:

a. Terdapat tunggakan anfsuran pokok dan bunga ydaly teelampui
720 hari

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tdiapat dicairkan
pada nilai wajar.

Dalam Standar Operasional Prosedur Bank TabungagarBleNomor
05/DIR/DPKK/2005 tentang Kredit Swadana, maka upagayelesaian
yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (R&rsEok, Kantor
Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang wanpreska$ijakannya
menentukan:

1. Mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)dakm jangka waktu
3 (tiga) bulan, yaitu :

a. Surat peringatan pertama (SP 1) kepada debitunvéaithak kreditur
menagih tunggakan kepada debitur sesuai dengaruwakiy telah
disepakati bersama.

b. Surat peringatan kedua (SP Il) kepada debitur, bapivak kreditur
menagih tunggakan untuk kedua kalinya kepada debdar segera
melunasi tunggakannya.

c. Surat peringatan ketiga (SP lll), bahwa pihak Krednenagih untuk
ketiga kalinya kepada debitur agar segera melunaggakannya.

2. Apabila debitur tetap tidak melunasi kewajibannyaken pihak bank
selaku kreditur akan mencairkan jaminan yang bedgposito tersebut
untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, tidak adsabad yang
mendapatkan Surat Peringatan |, sedangkan pada Beragatan Il
terdapat 1 nasabah atau 20% vyaitu berisi tentanggag¢an kedua, bahwa
pihak kreditur menagih tunggakan untuk kedua kalikgpada debitur agar
segera melunasi tunggakannya. Dan nasabah yang apandSurat
Peringatan 1ll ada 1 nasabah atau 20% yaitu balivek fxreditur menagih
untuk ketiga kalinya kepada debitur untuk segerdunasi tunggakan
debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakatara bersama.
Sementara upaya pihak bank atas deposito yangridinaselama tahun
2013 belum pernah terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pagal 2011 sampai
dengan 2013, upaya penyelesaian terhadap wanprgstasterjadi belum
sampai pada pencairan deposito karena nasabahnyamggunakan kredit

10



ini baru sampai menerima surat peringatan [l sudatelunasi

tunggakannya. Dan debitur tersebut diatas tidakadzerpada tingkat
kolektibilitas Kredit Macet tetapi masih berada padhgkat kolektibilitas

Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar, sehinggga penyelesaian
terhadap wanprestasi yang terjadi belum sampai padeairan dan upaya
penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Tabungan Me(f2ersero) Tbk,
Kantor Cabang Pekanbaru tidak sampai pada upaygelgsaian melalui

Lembaga Hukum (Pengadilan).

Penulis menyimpulkan, bahwa kedua nasabah terdelalt melalui
tahapan-tahapan tersebut diatas dalam upaya peaigieyang dilakukan
oleh pihak bank selaku kreditur. Terhadap nasalaaghbah yang telah lalai
dalam membayar kewajibannya (wanprestasi), pihakkBa&abungan
Negara melakukan upaya-upaya penyelesaian dalaakukeln pelunasan
kredit dengan jaminan deposito. Dan upaya penyelesgang dilakukan
oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Haqgtor Cabang
Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi sualagpats baik karena
sudah sesuai dengan prosedur / telah mengikute@uos/ang tertera dalam
Standar Operasional Prosedur Nomor 05/DIR/DPKK/2688ang Kredit
Swadana yang dibuat oleh Bank Tabungan Negardtérse

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari teori dan pembahasan yang telakudan pada bab-bab
sebelumnya dan ditunjang dengan penelitian yarai teéllakukan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangida °T. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekamnfaitu dengan
lima tahapan, yaitu : Tahap pertama dengan melakpkagikatan kredit
sebagai perjanjian pokok. Tahap kedua yaitu petayikadeposito
dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadaaranpemilik
deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyeraliget deposito
berjangka yang dijaminkan kepada pemegang gadaindaal ini pihak
bank. Tahap keempat pemilik deposito berjangka/pemigadai
memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak ok melakukan
pencairan deposito  berjangka dalam hal pemilik digpo
berjangka/pemberi gadai wanprestasi. Tahap kelimeditkr selaku
penerima gadai deposito berjangka akan melakukanblp&iran atas
deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu pandmeditnya.

2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bankuiigén Negara
(Persero) Tbk, kantor Cabang Pekanbaru terhadaptudelyang
wanprestasi dalam pelunasan kredit dengan menggnng&minan
deposito berjangka, yaitu mengirimkan Surat Petargaebanyak 3 (tiga)
kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Yang pedadengan mengirim
Surat Peringatan | kepada debitur, bahwa pihak itkarednenagih
tunggakan kepada debitur sesuai dengan waktu yalap disepakati
bersama. Yang kedua mengirim Surat Peringatarplda debitur, bahwa
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pihak kreditur menagih tunggakan untuk kedua kalikgpada debitur
agar segera melunasi tunggakannya. Dan yang terghak bank
mengirim Surat Peringatan ketiga Ill, bahwa pihakdkur menagih
untuk ketiga kalinya kepada debitur agar segeramasi tunggakannya.
Apabila debitur tetap tidak melunasi kewajibannyakenpihak bank akan
mencairkan depositonya untuk melunasi seluruh kbamjdebitur.

2. Saran

1) Untuk masyarakat yang banyak belum mengetahui bal®pasito dapat
dijadikan jaminan kredit, maka PT. Bank Tabungagdia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Pekanbaru harus lebih aktif melakyde@anasaran produk
deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit (Krediadana) tersebut.

2) Kreditur tidak semata-mata mendasarkan diri padatasi bisnis guna pencapaian
target tetapi juga selekiif dalam memilih dan manarcalon penjamin, harus
memiliki kredibilitas dan karakter yang baik sen@miliki kemampuan
finansial yang cukup untuk menjamin debitur atashg-hutangnya pada
kreditur.

3) Pihak bank harus melakukan penagihan aktif apaijadi wanprestasi
yang dilakukan oleh debitur, agar debitur tersetmaimiliki tanggung
jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan tunggakanny
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